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Abstrak  
Utilitas kawasan adalah salah satu infrastruktur pada suatu kota yang bisa menunjang kelancaran dan kenyamanan 
dalam berbagai bidang, serta demi pemenuhan kebutuhan manusia secara sosial maupun secara ekonomi. Dengan adanya 
utilitas, manusia  dapat  menjalankan  aktivitas  perekonomian,  transportasi, dan aktivitas lainnya dengan baik. Jaringan 
dan pelayanan utilitas persampahan di kota Merauke, belum berlangsung secara optimal. Dengan tidak tersedianya fasilitas 
persampahan yang memadai, ditambah lagi dengan kesadaran masyarakat yang rendah tentang kebersihan, maka hal ini 
akan mengakibatkan kondisi kawasan kota tidak nyaman. Selain itu juga bisa menimbulkan dampak negatif terhadap 
kawasan, misalnya bisa mengakibatkan banjir dan penyakit. Perencanaan utilitas kawasan sistim jaringan sampah di kota 
Merauke bertujuan memberikan disain perencanaan jaringan persampahan di kota Merauke, demi memberikan peningkatan 
kualitas hidup serta pelayanan dalam hal penyediaan tempat untuk mengolah persampahan kota. Dari hasil analisa data yang 
penulis lakukan, masih perlu dilakukan perencanaan penambahan sarana pengelolaan sampah, supaya terpenuhi kondisi 
kawasan kota yang sehat dan nyaman. Hasil dari tulisan ini adalah berupa disain peta jaringan persampahan kota Merauke, 
yang merupakan masukan terhadap pemerintah daerah kabupaten Merauke. 
 
 
Abstract   
Regional utilities are one of the infrastructures in a city that can support smoothness and comfort in various fields, 
as well as to fulfill basic human needs in the social and economic sphere. With the existence of utilities, humans can carry 
out economic activities, transportation, and other activities well. Garbage utility network and services in the city of Merauke, 
have not yet taken place optimally. With the unavailability of adequate waste facilities, coupled with a low public awareness 
about cleanliness, this will result in uncomfortable conditions in the urban area. In addition, it can also cause negative 
impacts on the region, for example, it can lead to flooding and disease. The utility planning area of the garbage network 
system in the city of Merauke aims to provide a waste network planning design in the city of Merauke, in order to improve 
the condition and life quality as well as the provision of waste management facilities. The results of the data analysis that 
the authors did, it is still necessary to plan the addition of facilities for waste system, so that the conditions of the city area 
are healthy and comfortable. The results of this paper Merauke city map of solid waste system plan, which is an input to the 
local government of Merauke district. 
 





Utilitas kawasan adalah salah satu 
infrastruktur pada suatu kota yang bisa menunjang 
kelancaran dan kenyamanan dalam berbagai 
bidang, serta demi pemenuhan kebutuhan manusia 
secara sosial maupun secara ekonomi [3].   Dengan 
adanya utilitas, manusia  dapat  menjalankan  
aktivitas  perekonomian,  transportasi, dan aktivitas 
lainnya dengan baik. 
Jaringan dan pelayanan utilitas persampahan 
di kota Merauke, belum berlangsung secara 
optimal. Kurangnya pelayanan dari pemerintah 
maupun rasa tanggung jawab dari masyarakat 
sekitar juga mempengaruhi kondisi utilitas 
persampahan di kota Merauke. Belum 
terpenuhinya jaringan persampahan kota Merauke 
secara optimal, menjadikan salah satu 
permasalahan utama system jaringan utilitas kota.  
Dengan tidak tersedianya fasilitas 
persampahan yang memadai, ditambah lagi dengan 
kesadaran masyarakat yang rendah tentang 
kebersihan, maka hal ini akan mengakibatkan 
kondisi kawasan kota tidak nyaman. Selain itu juga 
bisa menimbulkan dampak negatif terhadap 
kawasan, misalnya bisa mengakibatkan banjir dan 
penyakit. 
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Perencanaan utilitas kawasan sistim jaringan 
sampah di kota Merauke bertujuan memberikan 
disain perencanaan jaringan persampahan di kota 
Merauke, demi memberikan peningkatan kualitas 
hidup serta pelayanan dalam hal penyediaan tempat 
untuk mengolah persampahan kota. Penulis 
mencoba membuat rencana jaringan persampahan 
di kota Merauke dengan mengacu pada peraturan-
peraturan yang ada. Diharapkan dapat membantu 
memberikan hasil perencanaan agar bisa 
menjadikan kehidupan di kota Merauke lebih sehat 
dan nyaman. 
 
2. Tinjauan Pustaka 
 
2.1. Utilitas 
Sesuai dengan Permendagri no 9 tahun 2009 
pengertian utilitas adalah sarana penunjang untuk 
pelayanan lingkungan[5]. Sementara itu 
disebutkan dalam SNI 03-1733-2004 tentang tata 
cara perencanaan lingkungan, utilitas adalah 
pelayanan seperti air bersih, air limbah, gas, listrik 
dan telepon, yang menunjang serta memberikan 
pelayanan dalam seluruh kegiatan pada bangunan 
gedung dan lingkungan[6]. 
 
2.2. Persampahan 
Seperti dijelaskan pada Peraturan Daerah 
Kabupaten Merauke nomor 5 Tahun 2014[4], 
Tentang bagaimana mengelola sampah. Menurut 
perda tersebut sampah merupakan sisa atau 
buangan dari hasil aktifitas manusia dalam 
kehidupan sehari-hari atau merupakan dampak dari  
proses alam dalam bentuk padat. Sampah 
dihasilkan oleh dari kegiatan rumah tangga dalam 
kegiatannya sehari-hari dimana tidak termasuk 
tinja ataupun sampah khusus. 
Sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga 
adalah sampah yang berasal dari lingkungan 
komersial, industri, lingkungan khusus, sarana 
sosial, sarana umum, ataupun sarana lainnya. 
Pengelolaan sampah rumah tangga dan 
sampah sejenisnya dilaksanakan dengan cara 
pengurangan dan  penanganan sampah. 
Pengurangan yang dimaksud adalah membatasi 
timbulan sampah; mengolah serta memanfaatkan 
kembali sampah. Penanganan sampah dilakukan 
dengan cara : pemisahan; pengumpulan; 
pengangkutan; pengolahan; dan pemprosesan 
akhir. 
Pengangkutan dilakukan dengan cara :  
a. Dari sumber sampah yaitu rumah tangga 
menuju TPS/TPST dilaksanakan oleh lembaga 
pengelola sampah setingkat RT/RW; 
b. Dari TPS/TPST menuju tempat pengolahan 
akhir, dilaksanakan oleh pemerintah daerah 
atau dari pihak swasta yang ditunjuk; 
c.  Sampah dari  lingkungan permukiman, 
komersial, industri, serata kawasan khusus, 
menuju TPS/TPST sampai ke tempat 
pemgolahan akhir, dilaksanakan oleh 
pengelola kawasan. 
d. Sampah dari kawasan umum, kawasan sosial, 
dan kawasan lainnya menuju  TPS/TPST 
sampai ke tempat pemgolahan akhir, 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau dari 
pihak swasta yang ditunjuk. 
 
2.3. Pengelolaan Sampah 
Aturan mengelola dan mengolah sampah 
dalam permukiman tercantum dalam SNI 03-3241-
1994[8] dan direvisi menjadi SNI 3242 – 2008[7]: 
pengelolaan sampah di permukiman. 
Volume timbulan sampah bisa dihitung 
berdasarkan : 
a. Jumlah jiwa atau penduduk; 
b. Sumber penghasil sampah   dalam kawasan 
permukiman; 
c. Volume sampah pada masing-masing sumber 
penghasil sampah. 
 
2.4. Klasifikasi Pengelolaan Sampah, Tipe 
Bangunan dan Tempat Pengelolaan 
Sementara (TPS) 
Klasifikasi pengelolaan  sampah yang 
didasarkan terhadap kawasan permukiman  
dikategorikan sebagai berikut: 
1. Satu rukun tetangga atau RT  : dikategorikan 
dengan jumlah jiwa sebesar 150 sampai 250 
orang atau setara 30 – 50 rumah. 
2. Satu rukun warga atau RW  : dikategorikan 
dengan jumlah jiwa sebesar 2.500 orang atau 
setara 500 rumah. 
3. Satu kelurahan : dikategorikan dengan jumlah 
jiwa sebesar 30.000 orang atau setara 6.000 
rumah 
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4. Satu kecamatan : dikategorikan dengan 
jumlah jiwa sebesar 120.000 orang atau setara 
24.000 rumah. 
Klasifikasi berdasarkan tipe bangunan  
dikategorikan sebagai berikut : 
1. Tipe bangunan rumah tinggal (rumah mewah, 
tipe>70; rumah sedang tipe  45–54; rumah 
sederhana  Tipe  21) 
2. Tipe bangunan sarana umum/ sosial 
3. Tipe bangunan komersial 
 
Klasifikasi yang didasarkan pada tempat 
pengolahan sementara atau TPS  sebagai berikut : 
1. TPS  tipe I  
Sarana pemindahan sampah ini terdiri atas: 
ruang untuk pemilahan sampah; gudang untuk 
peralatan dan lain lain; tersedia luas lahan 
berukuran  ± 10-50m; lokasi pemindahan sampah  
yang dilengkapi dengan landasan kontainer.   
2. TPS   tipe II  
Sarana pemindahan sampah ini terdiri atas : 
ruang pemilahan sampah seluas10 m2; ruang 
pengomposan sampah organik seluas 200 m2; 
gudang peralatan seluas 50 m2; lokasi pemindah 
sampah lengkap dengan  landasan kontainer seluas 
60 m2 ; serta luas lahan  berukuran ± 60 – 200  m2 
3. TPS  tipe III  
Sarana pemindahan sampah ini terdiri atas : 
ruang pemilahan sampah seluas 30 m2; ruang 
pengomposan sampah organic seluas 800 m2; 
gudang peralatan seluas 100 m2; lokasi pemindah 
sampah lengkap dengan landasan container seluas 60 
m2; dan luas lahan berukuran  > 200 m2 
Ukuran standar peralatan dan bangunan 
minimal yang sesuai dengan aturan dan standar 
nasional Indonesia, ditunjukkan pada tabel berikut. 
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2.5. Kota Merauke[2] 
 










Gambar 2. Kota Merauke 
 
3. Metode Penelitian 
3.1. Tempat Penelitian 
Penelitian perencanaan sistem jaringan 
persampahan ini dilaksanakan di distrik kota 
Merauke kabupaten Merauke. Populasi dalam 
penelitian ini adalah kawasan kota merauke 
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Gambar 3. Tempat Obyek Penelitian 
 
3.2. Tahapan Penelitian 
Tahap awal yang penulis lakukan adalah 
meng-indentifikasi dan observasi lapangan, guna 
mengumpulkan data yang akan dianalisa untuk 
mendapatkan mengakomodasi berbagai macam 
kendala dan permasalahan demi tercapainya 
perencanaan yang sesuai aturan dan standar yang 
telah ditetapkan. 
Agar tujuan tersebut di atas bisa dicapai, maka 
perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan dengan ruang 
lingkup di bawah ini : 
1. Mengumpulkan dan menyusun data tentang 
kondisi utilitas sampah di kawasan kota 
merauke; 
2. Mengumpulkan dan menyusun data sekunder, 
baik hasil perencanaan jaringan sintem 
persampahan yang telah ada maupun data-data 
baru yang didapatkan dari kondisi terakhir lokasi.  
 
4. Hasil dan Pembahasan 
4.1. Gambaran Lokasi 
Kota merauke meraupakan ibu kota distrik 
Merauke yang sekaligus ibu kota kabupaten 
Merauke yang berada di provinsi Papua bangian 
selatan. Kota Merauke secara geografis adalah 
datar dan berawa. 
Sebagai kota yang sedang berkembang, 
penduduk kota merauke relatif kurang peduli 
terhadap lingkungan, terutama dalam masalah 
persampahan. Sehingga mengakibatkan kondisi 
kawasan yang kurang nyaman akibat bau dan 
kondisi yang ditimbulkan oleh sampah yang 
dibuang secara sembarangan. 
Pemerintah daerah kota merauke perlu lebih 
memperhatikan hal tersebut. Selain harus 
memberikan sosialisasi tentang kesadaran terhadap 
kebersihan yang tidak kalah penting, pemerintah 









Gambar 4. Pinggir jalan jadi lokasi 
pembuangan sampah secara liar 
 
 
Gambar 5. Kondisi pembuangan sampah liar 
mengganggu kenyamanan 
 
Gambar 6. Kurangnya tempat sampah yang memadai  
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Gambar 7. TPS dijalan Doremkai  
 
 
Gambar 8. TPS dijalan Noari 
 
 




3.3. Pengolahan Sampah 
Kegiatan penduduk dalam melaksanakan 
pengelolaan sampah rumah tangga, yang lazim 
terjadi dilakuan adalah dengan cara membakar 
ditempat yaitu sebesar 87%, yang dilakukan 
dengan cara membuang ke sungai atau lahan 
kosong sebesar 3%, dikumpulkan oleh kolektor 
informal dan dibuang ke TPS sebanyak 2% dan 
sisanya sebanyak 1% dimasukan kedalam lubang 
galian dan ditutup kembali dengan tanah atau 
bahkan ada yang dibiarkan sampai membusuk[1]. 
 
Dikumpulkan dan dibuang 
keTPS
Dikumpulkan oleh kolektor yg 
mendaur ulang
Dibakar
Dibuang kedalam lubang dan 
ditutup dengan tanah
Dibuang kedalam lubang 










Gambar 11. Grafik pengangkutan sampah 
 
Tabel 2. Data timbunan sampah 
Luas wilayah kabupaten 46.791,63 km2 
Jumlah penduduk kabupaten 132.932 jiwa 
Jumlah penduduk perkotaan/distrik 
Merauke (jangkauna penanganan 
sampah) 
99.986 jiwa 
Jumlah KK yang terlayani 5.000 KK 
Jumlah jiwa yang terlayani (1 KK = 4 
jiwa) 
20.000 jiwa 
Jumlah Desa/Kelurahan di distrik 
Merauke 
11 kelurahan 160 
kampung 
Jumlah RT/RW 388/1.196 
Data pengelolaan  sampah 
Volume sampah (perkotaan) 151,48 m3/hari 
Sampah yang ditangani 79,93 m3/hari 
Pelayanan pengangkutan sampah dari 
TPS ke TPA 
48 m3/hari 
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Gambar 12. Skema Jaringan Pembuangan Sampah 
 
Tabel 3. Sarana Eksisting 
No. Jenis Jumlah Keterangan 
1. Dump Truck 5 Unit   
2. Amroll 5 Unit   
3. Kendaraan Roda 3 15 Unit   
4. Excavator 1 Unit   
5. Bulldozer 1 Unit   
6. Container 0 Unit Tidak ada 
7. TPA 2 lokasi 
TPS Ndorenkai 
TPS Arafura 
8. TPS 1 lokasi TPA Bokem 
 
3.4.Rencana Jaringan Sampah  
Dengan melihat peta jaringan pengelolaan 
sampah yang direncanakan oleh pemerintah daerah 
kabupaten Merauke, yang waktu itu masih dikelola 
oleh Dinas Pekerjaan Umum (lihat gambar 12) 
sudah bisa mewakili untuk pelayanan sampah di 
kota Merauke. Tetapi dengan laju pertambahan 
penduduk kota yang lumayan pesat dan jumlah 
penduduk yang cukup banyak maka peta jaringan 
tersebut belum mampu melayani kebutuhan 



















Gambar 13. Peta Jaringan Sampah Pemda 
 
Hasil analisa dari kondisi peta jaringan 
sistem sampah yang ada, perlu ditambahkan sarana 
– sarana terutama TPS (tempat pembuangan 
sampah sementara) yang disesuaikan dengan 
standar yang berlaku, yaitu SNI 03-3241-1994 dan 
SNI 3242 – 2008: Pengelolaan Sampah di 
Permukiman. 
 
3.5.Rencana Hasil Disain 
Dengan memadukan standar yang ada 
dengan analisa kebutuhan sara prasarana yang 
diperoleh dari kebutuhan timbulan sampah dari 
data yang didapatkan dari dinas lingkungan Hidup 
kabupaten Merauke, maka bisa direncanakan 
penambahan TPS dan prasarana transportasi 
pengakut sampah beserta dengan jalur 
pengangkutannya. Bisa dilihat pada gambar 14 
dibawah ini. Dalam gambar tersebut bisa dilihat 
adanya rencna perletakan atau lokasi TPS yang 
akan mengakomodir pelayanan kebutuhan 
pembuangan sampah dari seluruh pemukiman di 
kawasan kota Merauke. 
Rencana penambahan tersebut bisa dilihat 
pada legenda dengan petunjuk titik dan anak panah 
berwarna biru.  
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Gambar 14. Peta Rencana Jaringan Sampah Kota 
 
4. Penutup 
Dari proses analisa data yang telah 
dilakukan, masih perlu dilakukan perencanaan 
penambahan sarana dan prasarana pengelolaan 
sampah, supaya terpenuhi kondisi kawasan kota 
yang sehat dan nyaman. 
Sarana  persampahan,  dikelola  oleh  Dinas  
Lingkungan Hidup Merauke sampai ke TPA 
(Tempat Pembuangan Akhir). Dan belum 
tersedianya TPS yang optimal dan mapu 

























Perlu direncanakan pengembangan 
perencanaan utilitas kawasan kota Mereauke 
secara menyeluruh, demi pelayanan dan 
pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara 
aman dan nyaman. 
Perlu sosialisasi terhadap masyarakat kota 
Merauke tentang kesadaran membuang sampah 
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